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Abstract

Pajak parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan di Kota
Samarinda, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Regulasi yang mengatur pajak
parkir bertujuan memberikan landasan hukum yang jelas, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih
rendah. Pengawasan yang lemah, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kesadaran masyarakat
menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pemungutan pajak. Penggunaan teknologi digital
dalam sistem parkir dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kebocoran
pendapatan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kampanye edukasi untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat juga penting. Implementasi kebijakan yang memberikan insentif
bagi kepatuhan dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran diharapkan dapat mengoptimalkan
pendapatan dari pajak parkir dan meningkatkan kualitas layanan publik serta infrastruktur kota.

Kata Kunci: Pajak parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepatuhan wajib pajak, teknologi digital,
kebijakan publik

. PENDAHULUAN

Indonesia menganggap perpajakan sebagai kontribusi penting dalam upaya
kegotongroyongan nasional dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembiayaan
pembangunan (Sihombing, dkk, 2020). Pajak adalah kontribusi rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan langsung.
Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi
barang dan jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum (Ayza, 2016). Pajak
merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Di Indonesia, pemerintah
membagi pajak menjadi dua berdasarkan wewenang atau lembaga yang memungutnya,
agar penerimaan pajak dapat merata, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.
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Menurut Ida Zuraida (2022), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir
di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai
usaha tersendiri, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Zuraida,
2022).

Pajak parkir adalah salah satu bentuk pajak daerah yang diimplementasikan oleh
pemerintah daerah untuk memanfaatkan penggunaan lahan parkir yang dilakukan oleh
masyarakat. Pajak ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang signifikan dan membantu pemerintah daerah dalam mendanai berbagai
program pembangunan dan pelayanan publik. Di Kota Samarinda, pajak parkir menjadi topik
yang menarik untuk diteliti mengingat tingginya tingkat mobilitas dan penggunaan
kendaraan di kota ini.

Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, mengalami
perkembangan pesat dalam berbagai sektor, termasuk sektor transportasi. Dengan
peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun umum, kebutuhan
akan fasilitas parkir yang memadai dan teratur semakin mendesak. Pemerintah Kota
Samarinda berupaya untuk mengatur dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir
melalui penerapan pajak parkir. Hal ini tercermin dalam beberapa regulasi yang telah
diterbitkan, seperti Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda No. 10 Tahun 2006 tentang
Pajak Parkir dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Regulasi ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan
pemungutan pajak parkir serta memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara
transparan dan akuntabel.

Namun, penerapan regulasi ini di lapangan menghadapi berbagai kendala. Salah satu
tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak pengelola
parkir yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara lengkap atau tidak membayar
pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini berdampak negatif terhadap potensi
pendapatan daerah yang seharusnya dapat dimaksimalkan. Sebuah studi menunjukkan
bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pengawasan dan penegakan
hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kurangnya sanksi yang tegas dan efektif
terhadap pelanggaran pajak juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pemungutan
pajak parkir di Samarinda (UU, 2009

Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi juga
menjadi kendala yang signifikan dalam proses pemungutan pajak parkir. Pemerintah daerah
sering kali tidak memiliki cukup petugas yang terlatih untuk mengawasi dan menegakkan
peraturan pajak parkir. Dalam banyak kasus, kurangnya teknologi yang memadai untuk
mendukung proses pemungutan pajak juga memperlambat dan memperumit tugas-tugas
administrasi yang harus dilakukan. Penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu
dalam memonitor dan mencatat transaksi parkir secara real-time, sehingga memudahkan
dalam pengawasan dan pengumpulan data (UU, 2022).

Selain faktor-faktor di atas, terdapat juga aspek sosial dan budaya yang
mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak parkir. Kesadaran masyarakat tentang
pentingnya membayar pajak dan manfaat yang diperoleh dari pajak tersebut masih rendah.
Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pajak parkir hanya sebagai beban tambahan
tanpa memahami bahwa dana yang terkumpul dari pajak tersebut akan digunakan untuk
perbaikan fasilitas umum dan pelayanan publik (UU, 2006).

Efektivitas pemungutan pajak parkir tidak hanya penting dari sisi peningkatan PAD,
tetapi juga dari sisi peningkatan kualitas hidup warga kota. Sistem parkir yang terorganisir
dan efektif dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keamanan,
dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib. Oleh karena itu, penting untuk melakukan
kajian mendalam mengenai efektivitas pemungutan pajak parkir dari perspektif hukum dan
kebijakan. Kajian ini akan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk
mengatasi berbagai kendala yang ada dan meningkatkan kinerja pemungutan pajak parkir di
Kota Samarinda.
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Pemerintah daerah diharapkan dapat belajar dari praktik-praktik terbaik yang telah
diterapkan di kota-kota lain yang berhasil meningkatkan efektivitas pemungutan pajak parkir
mereka. Misalnya, beberapa kota telah berhasil mengimplementasikan sistem parkir
berbasis teknologi yang memungkinkan pembayaran pajak parkir secara digital. Sistem ini
tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran tetapi juga
membantu pemerintah daerah dalam memonitor transaksi secara lebih efisien dan
transparan. Penggunaan teknologi digital dalam sistem parkir telah terbukti dapat
meningkatkan kepatuhan waijib pajak dan meminimalisir kebocoran pendapatan (UU, 2024).

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek kebijakan publik dalam
pemungutan pajak parkir. Kebijakan yang dirumuskan harus memperhitungkan berbagai
faktor, termasuk kebutuhan masyarakat, kondisi ekonomi, dan kapasitas institusi
pemerintah. Kebijakan yang baik harus mampu memberikan insentif bagi wajib pajak untuk
patuh serta memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Pendekatan ini
diharapkan dapat menciptakan sistem pemungutan pajak parkir yang adil dan efisien, yang
pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi yang mengatur pajak parkir di
Kota Samarinda serta menilai efektivitas pemungutan pajak parkir dari perspektif hukum dan
kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan
efektivitas pemungutan pajak parkir di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik
dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.

. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai desain
utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara
mendalam tentang regulasi terkait pajak parkir di Kota Samarinda serta faktor-faktor yang
memengaruhi efektivitas pemungutan pajak parkir dari perspektif hukum dan kebijakan.
Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Pendapatan
Daerah Kota Samarinda dan pengelola parkir di berbagai lokasi. Wawancara dilakukan
untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang implementasi regulasi pajak parkir
serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak. Data sekunder diperoleh
dari studi dokumen, seperti peraturan daerah terkait pajak parkir, laporan keuangan, dan
dokumen-dokumen resmi lainnya.

lll. HASIL DAN PEMBAHASAN
Regulasi Terkait Pajak Parkir di Kota Samarinda

Regulasi pajak parkir di Kota Samarinda diatur melalui beberapa peraturan daerah
yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan operasional. Di
antaranya adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda No. 10 Tahun 2006 tentang
Pajak Parkir dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai subjek dan objek pajak parkir, tarif yang
dikenakan, serta sanksi bagi pelanggaran (UU, 2006).

Subjek pajak parkir adalah individu atau badan yang mengelola tempat parkir,
sementara objek pajak adalah lahan parkir yang digunakan oleh masyarakat (UU, 2006).
Berdasarkan regulasi ini, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan tarif
pajak parkir serta mengawasi pelaksanaannya. Beberapa pengecualian dalam objek pajak
termasuk parkir yang disediakan oleh pemerintah atau parkir untuk karyawan kantor
tertentu.

Pasal 26 ayat 4 Perda Kota Samarinda No. 1 Tahun 2024 berbunyi: “Dalam hal
Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi
dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir
sebelum dikenakan potongan.”
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Pasal 28 ayat (1): Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak
parkir diatur berdasarkan potensi penerimaan daerah dan kondisi ekonomi lokal. Regulasi
menentukan bahwa tarif maksimal ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan
mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kebutuhan pendapatan daerah dan beban
ekonomi masyarakat. Selain itu, sanksi bagi pelanggaran seperti tidak melaporkan
pendapatan parkir atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan dapat berupa denda atau
tindakan hukum lainnya (Perda, 2024).

Tabel 1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

No Jenis Kendaraan Tarif Dasar (untuk 2 Tarif Progresif per Tarif Maksimal
jam pertama) jam
1 Sepeda Motor 2.000 rupiah 1.000 rupiah 5.000 rupiah
2 Mobil  (sedan, jip, 5.000 rupiah 1.000 rupiah 15.000 rupiah
minibus)
3 Bus/Truk 10.000 rupiah 5.000 rupiah 20.000 rupiah
Tabel 2. Di Lingkungan Pasar Rakyat
No Jenis Kendaraan Tarif (rupiah)
1 Sepeda 500
2 Sepeda Motor 2.000
3 Mobil 3.000
4 Bus/Truk Pribadi 5.000
5 Kendaraan Hantaran 2.000
6 Kendaraan Tak Bermotor 1.000
Tabel 3. Wilayah yang Dikelola Dinas Perhubungan
No Jenis Kendaraan Tarif Zona A (rupiah) Tarif Zona B (rupiah)
1 Roda 2 (dua) 5.000 2.000
2 Roda 4 (empat) 7.000 5.000
3 Roda lebih dari 4 (empat) 10.000 7.000
Keterangan:

Zona A meliputi:
i. Lokasi Kegiatan/Event;
i. Layanan VIP (lokasi strategis, dekat serta aman dan nyaman bagi kendaraan);
ii.  Lokasi Parkir Mandiri/Kantong Khusus Parkir dekat pusat keramaian.
Zona B meliputi: Lokasi Tepi Jalan Umum dan Kantong Khusus Parkir Biasa.

Tabel 4. Tarif Parkir di Lapangan Parkir Kompleks Stadion
Jenis Kegiatan Tarif (rupiah)
Per Kegiatan 4.000.000

Efektivitas regulasi ini sangat tergantung pada implementasi dan pengawasan di
lapangan. Kurangnya petugas yang terlatih dan terbatasnya teknologi untuk mendukung
pengawasan menjadi kendala utama (Wawancara). Dalam banyak kasus, pendapatan parkir
tidak dilaporkan secara akurat oleh pengelola parkir, yang menyebabkan potensi
pendapatan daerah tidak tercapai sepenuhnya. Penegakan hukum yang kurang tegas juga
menjadi faktor yang menghambat kepatuhan waijib pajak (Wawancara).

Implementasi regulasi ini di Kota Samarinda menghadapi berbagai tantangan yang
signifikan. Pertama, pengawasan yang lemah menyebabkan banyak pengelola parkir yang
tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Data dari Dinas Pendapatan Daerah menunjukkan
bahwa banyak pengelola parkir yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara lengkap
atau tidak membayar pajak sesuai tarif yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh
keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang dimiliki oleh pemerintah
daerah. Petugas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan regulasi pajak parkir sering
kali tidak cukup untuk mengatasi jumlah tempat parkir yang terus bertambah di kota ini.
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Keterbatasan ini mengakibatkan pengawasan yang tidak optimal dan banyaknya
pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak ditindak dengan tegas (Wawancara).

Kedua, kurangnya teknologi yang memadai untuk mendukung proses pemungutan
pajak juga menjadi kendala signifikan. Penggunaan teknologi seperti sistem parkir digital
yang memungkinkan transaksi parkir tercatat secara real-time masih belum
diimplementasikan secara luas di Samarinda. Padahal, teknologi semacam ini telah terbukti
efektif di beberapa kota lain dalam meningkatkan kepatuhan waijib pajak dan mengurangi
kebocoran pendapatan (Diayasa, et.al., 2020). Dengan teknologi yang tepat, pemerintah
daerah dapat memonitor dan mencatat transaksi parkir secara lebih efisien, sehingga
memudahkan dal.am pengawasan dan pengumpulan data. Kurangnya teknologi ini juga
memperlambat proses administrasi dan membuat tugas pengawasan menjadi lebih
kompleks.

Ketiga, aspek sosial dan budaya juga mempengaruhi efektivitas regulasi pajak parkir.
Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak parkir masih rendah. Banyak
masyarakat yang menganggap bahwa pajak parkir hanya sebagai beban tambahan tanpa
memahami manfaat yang diperoleh dari pajak tersebut (Siregar, dkk, 2022). Padahal, dana
yang terkumpul dari pajak parkir dapat digunakan untuk perbaikan fasilitas umum dan
pelayanan publik, seperti pembangunan jalan, perbaikan trotoar, dan pengembangan ruang
publik (Wasana, dkk, 2021). Rendahnya kesadaran ini mengakibatkan rendahnya tingkat
kepatuhan wajib pajak dan berdampak negatif terhadap potensi pendapatan daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi pajak parkir, diperlukan langkah-langkah
strategis yang melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan
teknologi yang memadai, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya membayar pajak parkir. Pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam pelatihan
petugas pengawas pajak parkir dan menyediakan teknologi yang dapat mendukung proses
pemungutan pajak secara lebih efisien. Selain itu, kampanye edukasi yang efektif dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat membayar pajak parkir dan
mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap regulasi yang ada.

Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir dari Perspektif Hukum dan Kebijakan

Efektivitas pemungutan pajak parkir di Kota Samarinda dapat dilihat dari beberapa
aspek, termasuk tingkat kepatuhan wajib pajak, efisiensi sistem pemungutan, dan
transparansi dalam pelaporan dan penegakan hukum. Berdasarkan data dan wawancara
dengan pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, tingkat kepatuhan waijib pajak
masih rendah. Banyak pengelola parkir yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara
lengkap atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Wawancara).

Penerapan teknologi dalam sistem pemungutan pajak parkir dapat menjadi solusi
untuk meningkatkan efektivitas (Malombeke, 2016). Kota-kota seperti Surabaya dan
Bandung telah berhasil mengimplementasikan sistem parkir berbasis teknologi yang
memungkinkan pembayaran pajak parkir secara digital. Sistem ini membantu dalam
memonitor transaksi secara real-time, sehingga memudahkan pengawasan dan mengurangi
peluang terjadinya kebocoran pendapatan (Rachmawati, dkk, 2021). Kota Samarinda dapat
mengadopsi sistem serupa untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak parkir.

Dari perspektif kebijakan, penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya
memberikan insentif bagi kepatuhan wajib pajak tetapi juga sanksi yang tegas bagi
pelanggaran. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat yang
menetapkan jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran, sanksi administrasi,
dan jumlah yang harus dibayar. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk
menagih pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Kebijakan yang
mendukung inovasi teknologi dalam manajemen parkir dapat meminimalisir kebocoran
pendapatan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perlu adanya kampanye
edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak
parkir dan manfaatnya bagi peningkatan layanan publik. Salah satu kendala utama yang
dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Banyak
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masyarakat yang menganggap pajak parkir sebagai beban tambahan tanpa memahami
manfaatnya. Di sisi lain, pemerintah daerah sering kali tidak memiliki cukup petugas yang
terlatih untuk mengawasi dan menegakkan peraturan pajak parkir, serta kurangnya teknologi
yang memadai untuk mendukung proses pemungutan pajak (Rachmawati, dkk, 2021).

Efektivitas pemungutan pajak parkir di Kota Samarinda sangat dipengaruhi oleh
regulasi yang ada, implementasi kebijakan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk
meningkatkan efektivitas, diperlukan upaya terintegrasi, termasuk peningkatan pengawasan
dan penegakan hukum, penerapan teknologi dalam sistem parkir, serta peningkatan
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak parkir. Dengan demikian,
pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir dan meningkatkan
kualitas layanan publik serta infrastruktur kota.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang efektivitas pemungutan pajak parkir di Kota
Samarinda, beberapa kesimpulan dapat diambil. Regulasi pajak parkir di Kota Samarinda
sudah ada melalui beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) Kota
Samarinda No. 10 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai subjek dan
objek pajak parkir, tarif yang dikenakan, serta sanksi bagi pelanggaran. Namun, terdapat
beberapa kendala utama dalam pemungutan pajak parkir, di antaranya rendahnya tingkat
kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak parkir. Banyak pengelola
parkir yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara lengkap atau tidak membayar
pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah sering kali kekurangan
petugas yang terlatih untuk mengawasi dan menegakkan peraturan pajak parkir serta
kurangnya teknologi yang memadai untuk mendukung proses pemungutan pajak.

Penerapan teknologi dalam sistem pemungutan pajak parkir dapat meningkatkan
efektivitas pemungutan. Kota-kota seperti Surabaya dan Bandung telah berhasil
mengimplementasikan sistem parkir berbasis teknologi yang memungkinkan pembayaran
pajak parkir secara digital. Sistem ini membantu dalam memonitor transaksi secara real-time
sehingga memudahkan pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya kebocoran
pendapatan. Kebijakan yang mendukung inovasi teknologi dalam manajemen parkir juga
dapat meminimalisir kebocoran pendapatan dan meningkatkan kepatuhan waijib pajak.
Kebijakan yang baik harus mampu memberikan insentif bagi wajib pajak untuk patuh serta
memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Selain itu, perlu adanya kampanye
edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak
parkir dan manfaatnya bagi peningkatan layanan publik.

Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak parkir di Kota Samarinda,
diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan kesadaran dan kepatuhan
masyarakat, pelatihan petugas yang lebih baik, penggunaan teknologi yang lebih canggih,
serta kebijakan yang memberikan insentif dan sanksi yang jelas. Selain itu, upaya
terintegrasi antara pengawasan, penerapan teknologi, dan sosialisasi kepada masyarakat
juga menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan pajak parkir dan kualitas layanan
publik secara keseluruhan. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi
menjadi kendala yang signifikan dalam pemungutan pajak parkir. Selain itu, aspek sosial
dan budaya juga mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak parkir, di mana kesadaran
masyarakat tentang pentingnya membayar pajak masih rendah. Banyak yang menganggap
pajak parkir hanya sebagai beban tambahan tanpa memahami manfaatnya. Oleh karena itu,
kampanye edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai
manfaat membayar pajak parkir dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
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